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ABSTRAK 

ZIQRA AFTA GYBRANI GHABRIEL, 2024. PENERAPAN SISTEM ONLINE 

DALAM PEMBAYARAN PAJAK HOTEL UNTUK MENINGKATKAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH 

KABUPATEN GOWA. Tugas Akhir, Program Studi DIII Perpajakan, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh 

Pembimbing I Muryani Arsal dan Pembimbing II Masrullah 

 Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan sistem online 

dalam pembayaran pajak hotel untuk meningkatkan pendapatan asli daerah 

pada badan pendapatan daerah kabupaten gowa. Objek penelitian tugas akhir 

ini adalah “pajak hotel tahun 2021-2023”. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah dengan wawancara, observasi dan Dokumentasi.  

 Hasil penelitian dan pembahasan dari penerapan sistem online dalam 

pembayaran pajak hotel untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada 

badan pendapatan daerah kabupaten gowa menunjukkan bahwa penerapan 

sistem online dalam pembayaran pajak hotel telah diterapkan dari tahun 2020 

namun kontribusi pajak hotel belum menunjukkan angka yang signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, diharapkan Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa melakukan sosialisasi dan edukasi 

kepada wajib pajak mengenai manfaat dan kemudahan dalam penggunaaan 

sistem online ini, 

Kata Kunci : Penerapan, Sistem Online, Pembayaran, Pajak Hotel 
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ABSTRACT 
 
ZIQRA AFTA GYBRANI GHABRIEL, 2024. Implementation Of An Online 
System In Paying Hotel Taxes To Increase Local Revenue At The Gowa 
District Regional Revenue Regency. Final Project, DIII Taxation Study 
Program, Faculty Of Economics and Business, University Of Muhammadiyah 
Makassar. Guided by Supervisor I Muryani Arsal and Supervisor II Masrullah.  

The purpose of this study is to determine the application of an online 
system in paying hotel taxes to increase local revenue at the Gowa Regency 
Regional Revenue Agency. The object of this final project research is "hotel tax 
2021-2023". The data used in this study is qualitative. Data collection 
techniques used are interviews, observations and documentation. 

The results of the study and discussion of the application of an online 
system in paying hotel taxes to increase local revenue at the Gowa Regency 
Regional Revenue Agency show that the application of an online system in 
paying hotel taxes has been implemented since 2020, but the contribution of 
hotel taxes has not shown a significant figure to local revenue. Therefore, it is 
hoped that the Gowa Regency Regional Revenue Agency will conduct 
socialization and education to taxpayers regarding the benefits and ease of 
using this online system, 

 
Keywords: Application, Online System, Payment, Hotel Tax 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di era digitalisasi dan informasi yang sangat berkembang saat ini, tidak 

diragukan lagi, banyak perubahan akan terjadi di berbagai aspek kehidupan 

manusia, baik itu dampak positif maupun negative. Terutama, di era modern ini, di 

mana segalanya dilakukan melalui sistem nirkabel, dan banyak orang sekarang 

dapat mengakses dan menginput semua informasi dari jarak jauh, perkembangan 

teknologi akan membuat siklus kehidupan masyarakat lebih dinamis.  

Seperti yang diketahui bahwa pemerintah harus memberikan layanan penting 

kepada masyarakat, terutama di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, penerapan 

teknologi dalam layanan masyarakat harus dioptimalkan sehingga semua sektor 

pembangunan dapat berjalan dengan baik. Ini akan membantu menciptakan sinergi 

yang baik antara organisasi pemerintah dan masyarakat (Renmaur R A, 2022).  

Modernisasi sistem perpajakan adalah proses penatausahaan dan bentuk 

pelayanan terhadap kewajiban dan hak wajib pajak yang berdasar pada fungsi dan 

bukan jenis pajak, dengan pemisahaan fungsi antara pelayanan, pengawasan, 

pemeriksaan, keberatan, dan pembinaan yang tersebar di masing-masing divisi 

teknis. Saat ini, pemungutan pajak dilakukan secara online, meningkatkan 

transparansi sistem pemungutan pajak. (Ardini, 2020). 

Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pemungutan Pajak daerah dan 

retribusi daerah diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009, sesuai dengan 
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undang-undang tersebut, (Cipta et al., 2021) Sepanjang memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan dalam Undang-undang, pemerintah kabupaten/kota juga dapat 

menetapkan jenis pajak lain. Selain itu, distribusi hasil pajak dan retribusi daerah 

harus adil dan menguntungkan (Mafaza et al., 2016). Kabupaten Gowa adalah salah 

satu daerah yang memiliki hak otonom untuk mengatur rumah tagganya sendiri. 

Pemerintah Kabupaten Gowa memberikan wewenang kepada instansi Badan 

Pendapatan Daerah untuk memungut pajak daerah salah satunya adalah Pajak Hotel 

(Christianingsih et al., 2016). Melihat dari banyaknya industry perhotelan dan jasa 

penginapan di Kabupaten Gowa menjadikan hal tersebut berperan penting dalam 

meningkatkan pendapatan daerah.  

Untuk meningkatkan penerimaan pajak sektor hotel, Kabupaten Gowa telah 

menerapkan sistem pemungutan pajak hotel secara online yang memanfaatkan 

sistem data transaksi bisnis, SPTPD online, dan penyetoran/pembayaran (Ardini, 

2020). 

Penelitian Sisilia Leony (2023) Mengenai “ Pengaruh Penerapan E-Tax Pajak 

hotel, Pajak Restoran dan Pajak hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah di Kota Palembang” menunjukkan bahwa e-tax pajak hotel berpengaruh 

positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Palembang, sedangkan 

variabel pajak restoran dan pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan 

asli daerah Kota Palembang.  

Dengan mempertimbangkan uraian latar belakang tersebut, penulis ingin 

mengangkat Penelitian yang berjudul “ Penerapan Sistem Online Dalam 
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Pembayaran Paja Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dapat di rumuskan masalah yang 

muncul adalah “Bagaimana Penerapan Sistem Online Dalam Pembayaran Pajak 

Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan asli Daerah Pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Gowa”? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Penerapan 

Sistem Online Dalam Pembayaran Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini akan membantu kemajuan ilmu pengetahuan 

perpajakan.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi bagi 

Masyarakat, khususnya konsumen sebagai subjek pajak mengenai peran Pajak 

Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
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BAB II  

TINJAUAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Pajak Online 

Kata "pajak online" berasal dari kata "pajak" dan "online". Singkatnya, 

pajak adalah pembayaran wajib atau pajak yang dilakukan oleh warga negara 

kepada pemerintah. Mode daring, juga dikenal sebagai mode online, merujuk 

pada platform atau sistem yang terhubung ke internet. Sistem untuk 

menghitung, melaorkan, dan membayar pajak secara elektronik melalui internet 

dikenal sebagai pajak online. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk 

membayar pajak diloket dan mengisi formulir manual. Sebaliknya, mereka 

dapat melakukannya secara online melalui website atau aplikasi khusus yang 

disediakan oleh otoritas pajak. 

Salah satu inovasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) 

Indonesia adalah sistem digital perpajakan ini. Tentu saja, inovasi ini 

memberikan banyak kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak dan 

mengelola semua hal yang berkaitan dengan pajak (Putu et al., 2023). Berikut 

merupakan beberapa layanan pajak online:  

1 e-Filing 

2 e-Billing 

3 Pajak Pay 

4 e-Form 
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2. Pajak 

a. Pengertian Pajak  

Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

peibadi atau badan yang bersifat memakasa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan sccara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2007).  

Terdapat berbagai macam definisi tentang pajak yang dikemukakan 

para ahli diantaranya sebagai berikut: 

1. Menurut Andriani dalam Waluyo (2013:2), Pajak adalah Iuran kepada 

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya 

menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi Kembali, 

yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas 

negara yang menyelenggarakan pemerintah. 

2. Menurut Soemitro dalam Resmi (2014;1), Pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. 

3. Sedangkan Menurut Djajaningrat dalam Resmi (2014;1), Pajak sebagai 

suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan kekas negara 



6 
 

 
 

yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, 

menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, 

tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsng, untuk 

memelihara kesejahteraan umum(Rioni & Syauqi, 2020). 

Dari pengertian para pakar tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat 5 

unsur pokok dalam definisi pajak, yaitu: 

1) Iuran/pungutan; 

2) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang; 

3) Pajak dapat dipaksakan; 

4) Tidak menerima kontra prestasi; 

5) Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintahan.   

Akibatnya, ciri khas pajak dibandingkan dengan jenis pungutan lainnya 

adalah wajib pajak, atau penerima pajak, tidak menerima manfaat timbal 

yang dapat diberikan secara langsung oleh pemerintah. Namun, perlu 

diingat bahwa subjek pajak sebenarnya menerima manfaat timbal, bersama 

dengan masyarakat lainnya. (Sutedi, 2011). 

b. Dasar Hukum Pajak 

1. Dasar Hukum Pajak Formal  

Dasar Hukum Pajak Formal adalah hukum pajak yang mengatur 

cara pajak materiil menjadi kenyataan. Hukum ini mencakup metode 
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pendaftaran diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP), metode pembukuan , metode pemeriksaan, metode penagihan, 

hak dan kewajiban wajib pajak, metode penyidikan, berbagai sanksi dan 

lai-lain.  

a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan umum 

dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua. 

c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentag Mahkamah Agung. 

d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. 

e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas. 

f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak 

Dengan Surat Paksa. 

2. Dasar Hukum Pajak Materiil 

Semua tentang utang pajak yang muncul, meningkat, dan dihapus, 

serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak dibahas 

dalam Dasar Hukum Pajak Materiil.  

a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas 

Barang Mewah (PPN dan PPnBM),  

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan 

(PPh),  
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c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai; 

f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan 

Restribusi Daerah. 

c. Fungsi Pajak 

1. Fungsi Anggaran atau Budgeter Pajak menggunakan pendapatan negara 

untuk membiayai pengeluaran negara. Negara memerlukan biaya yang 

dapat dibayar melalui pajak untuk menjalankan tugas-tugas dasar 

negara dan melaksanakan pembangunan. 

2. Fungsi  Mengatur atau Regulasi, yaitu mengatur pertumbuhan ekonomi. 

Kebijakan pemerintah menggunakan dana pajak untuk meningkatkan 

ekonomi negara (Aditya, 2019). 

d. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak digunakan untuk menenrukan jumlah pajak 

yang harus dibayar waib pajak kepada negara. Di Indonesia, ada tiga jenix 

sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu: 



9 
 

 
 

1. Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang 

mewajibkan penentuan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib 

pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak berpartisipasi 

secara aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah 

pajaknya ke Kantor Pelayaanan Pajak (KPP) atau sistem administrasi 

online yang dikembangkan oleh pemerintah. Sistem penilaian diri 

sendiri terintegrasi dengan sistem pajak pusat dalam sistem pemungutan 

pajak ini, di mana pemerintah mengawasi para wajib pajak. 

2. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan 

jumlah pajak yang terutang pada siklus atau apparat perpajakan. Wajib 

pajak dalam sistem ini bersifat pasif, dan pembayaran pajak hanya 

terjadi setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak. 

3. Withholding System merupakan pemunutan pajak yang besar pajak 

dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga 

aparat pajak/fiskus. 

3. Pajak Daerah 

Pajak Daerah dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah 

konstribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kewajiban pajak yang diberikan 
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masyarakan dalam satu wilayah kepada pemerintah setempat digunakan untuk 

mendukung tugas pemerintahan dan kepentingan bersama di wilayah tersebut, 

seperti mendukung pembangunan jalan, jembatan, dan berbagai inisiatif 

pembangunan dan administrasi pemerintahan.  

Selain menjadi bagian dari pendapatan yang digunakan pemerintah untuk 

melaksanakan program-program dalam Anggaran Pendapatan Daerah (APBD), 

pajak daerah juga memberikan dana untuk pembangunan daerah.   

4. Pajak Hotel 

Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. 

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa 

terkait lainnya dengan dipungut nayaran, yang mencakup juga Motel, Losmen, 

Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Penginapan dan 

sejenisnya, serta Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (10). 

Pemerintah daerah harus menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel 

sebelum pajak hotel dapat dipungut. Peraturan ini akan berfungsi sebagai 

landasan operasi untuk pengenaan dan pemungutan pajak hotel. 

a) Dasar Hukum Pajak Hotel 

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Restribusi Daerah 

2) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Hotel. 

b) Subjek, Objek, dan wajib Pajak Hotel 
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a. Subjek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang diberikan oleh Hotel yang 

dibayarkan, yang mencakup kemudahan dan kenyamanan, seperti 

fasilitas olah raga dan Hiburan. 

b. Objek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang memberikan 

pembayaran kepada Individua tau organisasi yang mengoperasikan 

Hotel. 

c. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau organisasi yang 

mengoperasikan Hotel. 

c) Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel 

a. Dasar pengenaan pajak hotel adalah total utang yang harus dibayar 

kepada hotel.  

b. Tarif pajak hotel adalah 10%, atau sepuluh persen.  

c. Cara perhitungan pajak hotel adalah dengan mengalikan tarif pajak 10% 

dengan dasar pengenaan pajak, yaitu total pembayaran yang harus 

dibayar kepada hotel (Pratiwi S, 2023). 

5. Prosedur Pembayaran Pajak Hotel 

Pajak Hotel yang terutang harus dibayar dalam jangka waktu yang 

ditentukan dalam peraturan pajak daerah. Bupati atau walikota menetapkan 

pajak hotel dan membayarnya ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang 

ditunjuk oleh mereka sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Surat Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD), SKPBD, SKPBKBT, dan STPD.   
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d) Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel 

Adapun tata cara pembayaran pajak hotel sebagai berikut: 

a. Pajak Hotel adalah Pajak self-asessment, Dimana wajib pajak 

menghitung dan menentukan jumlah pajak yang yang harus di bayar dan 

membayar sendiri pajaknya.  

b. Wajib pajak memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Daerah (SPTPD) selambat-lambatnya 15 (lima belas) 

hari setelah berakhirnya masa pajak, yang memuat keterangan 

penjualan bruto dan lampiran ringkasan peredaran penerimaan, wajib 

pajak yang tidak menyampaikan SPTPD atau terlambat 

menyampaikannya, kewajiban perpajakannya dinilai secara jabatan. 

c. Pajak yang harus dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah 

tanggal pembayaran pajak. Jika pembayaran tidak dilakukan tepat 

waktu, pembayaran akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 24  (dua 

puluh empat) bulan. 

d. Setelah semuanya selesai, wajib pajak dapat dating langsung 

melaporkan ke Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA)/Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA). 

 

 

 

 



13 
 

 
 

6. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari 

kekayaan daerah itu sendiri, dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan 

untuk membiayai pemerintahan, selain itu berdasarkan Undang=Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan atara pusat dan daerah 

pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah,  

Pendapatan daerah, juga dikenal sebagai PAD, adalah pendapatan yang 

dipungut oleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kapang et 

al., 2019). Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

B. Kerangka Konseptual 

 Untuk mengurangi ketergantungannya pada dana dan subsidi dari pemerintah 

tingkat atas, daerah menggunakan pendapatan asli daerah, yang berasal dari hasil 

dari pajak daerah, distribusi, pengelolaan kekayaam daerah yang dipisahkan, dan 

sumber lain, Oleh karena itu Peningkatan pendapatn tersebut merupakan hal yang 

dikehendaki setiap daerah.  

Pajak daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang 

memiliki peran penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Ini karena pajak daerah meningkatkan kemampuan daerah untuk menerima 

Pendapatan Asli Daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu  

jenis pajak daerah yang potensinya cukup besar di Kabupaten Gowa saat ini adalah 

Pajak Hotel. 
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

C. Metode Penelitian 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Kabupaten Gowa dan 

waktu penelitiannya dilakukan selama 2 bulan (Juni-Juli) 2024.  

2. Sumber Informan 

Sumber Informan dalam penelitian ini adalah Bidang Pelayanan Pendapatan 

daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, Sulawesi 

Selatan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara antara 

lain: 

a. Wawancara 

Pajak Hotel 

Sistem Pembayaran 

Online 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Pajak Daerah 
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Teknik Pengumpulan data melalui wawancara melibatkan intersaksi 

langsung antara peneliti dengan responde melalui tanya jawab terstruktur 

dengan tujuan mendapatkan informasi yang relevan mengenai topik yaang 

diteliti. 

b. Observasi 

Kegiatan observasi melibatkan pengamatab sistematis terhadap 

fenomena yang diteliti. Peneliti terlibat secara langsung dalam hal yang 

ingin diteliti. 

c. Dokumentasi 

Pengumpulan data melalui dokumentasi berdasar pada penggunaan 

dokumen maupun catatan tertulis baik dalam bentuk rekaman fisik atau 

elektronik. Data yang kemudian diperoleh dapat diverifikasi keasliannya 

melalui dokumentasi tersebut.  

4. Teknik Analisi Data 

Dalam penelitian ini Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik 

analisis kualitatif. Dimana Teknik analisis kualitatif memiliki empat yaitu: 

a. Pengumpulan data  

Pengumpulan data adalah Teknik atau metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang akan diteliti. Langkah ini memerlukan Langkah 

yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid 

misalnya melakukan wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya.  

b. Reduksi Data 
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Memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabraksi, dan mengubah 

data mentah yang dikumpulkan selama penelitian dikenal sebagai reduksi 

data. Tujuan dari proses ini adalah untuk membuat data menjadi lebih 

dikelola dan membuat analisisnya lebih mudah. 

c. Penyedian Data 

Penyajian data dapat berupa narasi, tabel, diagram alir, atau peta konsep 

yang mengorganisir dan menampilkan data atau hasil secara sistematis. 

Tujuan penyajian data adalah untuk menunjukkan hubungan antara tema, 

pola, dan kategori yang telah diidentifikasi, sehingga peneliti dan pembaca 

lebih mudah memahami hasil analisis. 

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Merumuskan kesimpulan, memberikan interpretasi, dan mungkin 

mengembangkan teori atau model adalah semua bagian dari penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan harus menunjukkan pola, tema, 

hubungan, dan bagaimana data menjawab pertanyaan penelitian.  

Selain itu, peneliti juga harus memverifikasi hasil mereka dengan metode 

seperti triangulasi, pemeriksaan ulang oleh peserta, atau diskusi. Proses 

verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan didasarkan pada 

interpretasi data yang kuat dan dapat dipercaya.  
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Kepala Badan 
Pendapatan 

Daerah

Kabid Perencanaan 
dan Pelaporan

Kasubid. 
Pengembangan 

Pendapatan Daerah

Kasubid. Hukum dan 
Perundang-
Undangan

Kabid. Pelayanan 
Pendpaatan Daerah

Kasubid. Pelayanan 
PBB-P2

Kasubid Pelayanan 
BPHTB

Kabid. Penetapan, 
Penaguhan dan 

Pembukuan

Kasubid. Penetapan

Kasubid. Penagihan

Kasubid Pengawasan 
dan Pengendalian

Kasubid. Penerbitan 
dan Kebratan

Kasubi Pengelolaan 
Benda Berharga

Kelompok Jabatan 
Fungsional

Sekretaris

Kasubag. Umum 
dan Kepegawaian

Kasubag. 
Perencanaan dan 

Pelaporan

Kasubag. 
Perencanaan dan 

Pelaporan

BAB III 

PROFIL PERUSAHAAN/INSTANSI 

A. Sejarah Singkat 

Sejarah Singkat Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Gowa Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Gowa in di bentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten 

Gowa No.11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah. 

Badan Pendapatan Daerah mempunyai peran penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan dan pemerataan Pembangunan daerah melalui Upaya-upaya 

panggilan potensi sumber-sumber daya yang ada di Kabupaten Gowa . 

B. Struktur Organisasi Dan Job Description 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 
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Penjabaran tanggung jawab dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Gowa diberikan di sini:  

1. Kepala Badan  

a. Menciptakan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan badan secara 

teknis, operasinal, dan strategik; 

b. Membangun satuan organisasi dalam lingkup badan  

c. Menginstrupsikan satuan organisasi dalam lingkup badan. 

2. Sekertaris  

a. Merencanakan operasional kerja sekertariat berdasarkan rencana dan 

sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja 

b. Membagi tugas kepada bawajhan agar tercipta kelancaran tugas 

c. Mengatur urusan tata usaha perlengkapan, keuangan, asset, 

perencanaan dan pelaporan serta pembinaan kepegawaian. 

3. Sub bagian Perencanaan dan pelaporan 

Subbagian perencanaan dan pelaporan dipimpin oleh kepala subbagian. 

Tugas utamanya adalah membantu sekertaris mengumpulkan bahan, 

menyusun program, menyediakan data dan informasi, dan membuat 

laporan. 

4. Sub bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian. 

Tugas utamanya adalah membantu sekertaris dalam mengumpulkan bahan 

dan mengelola administrasi ketatausahaan, pengadaan, pemeliharaan, dan 
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penghapusan barang, serta urusan rumah tangga. Kepala sub bagian juga 

mengelola administrasi kepegawaian. 

5. Sub bagian Keuangan 

Subbagian keuangan dipimpin oleh kepala subbagian. Tugas utama 

subbagian ini adalah membantu Sekretaris dalam menyusun bahan dan 

mengelola administrasi dan pelaporan keuangan. 

6. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh 

kepala bidang. Tugas utamanya adalah membantu kepala badan dalam 

mengatur perencanaan dan pembangunan pendapatan. 

7. Sub bidang Perencanaan Pendapatan 

Subbidang perencanaan pendapatan dipimpin oleh kepala subbidang, 

yang bertanggung jawab untuk membantu kepala bidang perencanaan dan 

pembangunan pendapatan dalam melaksanakan perencanaan pendapatan. 

8. Sub bidang Pengembangan Pendapatan Daerah 

Subbidang pengembangan pendapatan daerah dipimpin oleh kepala 

subbidang, yang bertanggung jawab untuk membantu Kepala bidang 

perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah. 

9. Sub bidang Hukum dan Perundang-undangan 

Subbidang Hukum dan Perundang-undangan dipimpin oleh kepaa 

subbidang. Tugas utama kepaa subbidang adalah membantu kepala bidang 
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dalam perencanaan dan pengembangan keuntungan dari penerbitan produk 

hukum dan perundang-undangan. 

10. Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah 

Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dipimpin oleh kepala bidang, 

yang bertanggung jawab untuk membantu kepala dinas mengatur layanan 

pendapatan daerah. 

11. Sub bagian Pelayanan PBB-P2 

Subbagian pelayanan PBB-P2 dipimpin oleh kepala subbidang, yang 

memiliki tugas utama membantu kepala bidang pelayanan pendapatan 

daerah dalam menjalankan pelayanan PBB-P2. 

12. Sub bidang pelayanan BPHTB 

Subbidang pelayanan BPHTB dipimpin oleh kepala subbidang, yang 

bertanggung jawab secara langsung untuk membantu kepala bidang 

Pelayanan Pendapatan daerah melaksanakan fungsinya. 

13. Sub bidang pelayanan Pendapatan Lainnya 

Subbidang pelayanan pendapatan tambahan dipimpin oleh kepala 

subbidang, yang bertanggung jawab secara utama untuk membantu kepala 

bidang pelayanan pendapatan daerah dalam menjalankan pelayanan 

pendapatan lainnya. 
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14. Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan 

Kepala bidang penetapan, penagihan, dan pembukuan bertanggung 

jawab atas penetapan, penagihan, dan pembukuan pajak daerah, retribusi 

daerah, dan tanggung jawab lainnya. 

15. Sub bidang Penetapan  

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya ditetapkan oleh 

subbidang penetapan yang dipimpin oleh kepala bidang dan memiliki tugas 

utama membantu kepala bidang penetapan, penagihan, dan pembukuan.  

16. Sub bidang Penagihan 

Penagihan pajak daerah, retribusi derah, dan pendapatan lainnya 

dilakukan oleh subbidang penagihan yang dipimpin oleh kepala subbidang, 

yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang penetapan, 

penagihan, dan pembukuan. 

17. Sub bidang Pembukuan 

Pembukuan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya 

dilakukan oleh subbidang pembukuan yang dipimpin oleh kepala 

subbidang. Subbidang pembukuan memiliki tugas utama membantu kepala 

bidang penagihan, penagihan, dan pembukuan. 

18. Bidang Pengawasan dan Pengendalian 

Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin olek kepala bidang. 

Tugas utamanya adalah membantu kepala dinas dalam pengawasan dan 

pengendalian pajak daerah. Tarif daerah dan pendapatan tambahan. 
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19. Sub bidang Penertiban dan keberatan 

Subbidang penertiban dan keberatan dipimpin oleh kepala subbidang. 

Tugas utama subbidang ini adalah membantu kepala bidang pengawasan 

dan pengendalian dalam penertiban dan keberatan pajak daerah, retribusi 

daerah, dan pendapatan lainnya. 

20. Sub bidang Pengawasan dan Pengendalian 

Pajak, retribusi, dan pendapatan daerah diawasi dan dikendalikan oleh 

subbidang pengawasan dan pengendalian yang dipimpin oleh kepala 

subbidang. Tugas utama kepala subbidang adalah membantu kepala 

subbidang. 

21. Sub bidang Pengelolaan Benda Berharga 

Subbidang pengelolaan benda berharga dipimpin oleh kepala 

subbidang, yang memiliki tanggung jawab utama untuk membantu kepala 

subbidang pengawasan dan pengendalian benda berharga. 

C. Hasil Penelitian 

Pemerintah kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan adalah salah satu daerah yang 

terus menggali sumber Pendapatan Asli Daerahnya dengan mengelola dengan baik 

dan terus meningkatkan pelayanan yang bertujuan untuk mempermudah wajib 

pajak dalam membayarkan pajaknya  

Salah satu cara pemerintah meningkatkan layanan kepada masyarakat dan 

meningkatkan kesadaran tentang pembayaran pajak adalah melalui pembayaran 

pajak yang dapat dilakukan secara online. Menurut Bapak Badaruddin, S.E., M.Si 
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selaku Ketua Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembentukan  mengatakan bahwa 

“Pelaksanaan Digitalisasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa 

dilakukan dari tahun 2020 sejak diterbitkan Oleh PT2DD”.   

Banyak inisiatif yang dibuat oleh pemerintah untuk membuat wajib pajak lebih 

mudah dan memiliki dasar hukum untuk menjamin keamanan dan legalitasnya. 

Wajib pajak hotel dapat membayar pajak melalui e-Bangking, Mobile Bangking 

dan sarana lainnya yang disediakan oleh Bank yang bekerja sama dengan Badan 

Pendapan Daerah Kabupaten Gowa.  

Alur Pembayaran Pajak Hotel: 

1. Masuk ke Website BAPENDA – KABUPATEN GOWA 

(https://pajakonline.gowakab.go.id/index.html). 

2. Wajib Registrasi. 

3. Registraso menggunakan NIK atau NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak 

Daerah). 

4. Jika berhasil registrasi anda akan mendapatkan email aktivasi, segera lakukan 

aktivasi. 

5. Objek pajak yang muncul di pajak online adalah objek pajak yang dalam 

database. 

6. Jika objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak tidak muncul silahkan hubungi 

pihak Bapenda kabupaten Gowa. 

Adapun data Perkembangan penerimaan target dan realisasi daerah selama 

kurun 3 (Tiga) tahun terakhir dimulai dari tahun 2021- 2023 sebagai berikut: 

https://pajakonline.gowakab.go.id/index.html
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Tabel 3.1 

Target Dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2021-2023 

Tahun Target Realisasi Presentase 

2021 Rp 1.000.000.000,00 Rp 1.142.836.019,00 114,28% 

2022 Rp 1.500.000.000,00 Rp 1.210.861.792,00 80,72% 

2023 Rp 2.700.000.000,00 Rp 1.386.249.850.00 51,34% 

  

Berdasarkan Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Gowa 

Pada tahun 2021 ke tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan Presentase dari 

114,28% menjadi 80,72% hingga 51,34%, karena target yang semakin tinggi dari 

tahun-tahun sebelumnya. Disinilah peran Badan Pemerintah daerah Kabupaten 

Gowa mengimplementasikan Upaya-upaya sosialisasi dan edukasi guna mencapai 

target dan realisasi penerimaan pajak hotel yang maksimal melalui sistem Online 

pembayaran pajak.  

Bakap Badaruddin, S.E., M.Si selaku Ketua Bidang Penetapan, Penagihan dan 

Pembukuan juga mengatakan “Faktor yang menjadi penghalang dalam Penerapan 

Sistem Online ini adalah masyarakat yang belum melek akan teknologi lebih suka 

membayar ke Bank, padahal dengan adanya digitalisasi ini mempercepat 

pembayaran Pajak. Jadi Masyarakat sudah tidak perlu lagi antri di Bank cukup 

dengan  menggunakan Handphone mereka untuk membayar pajak melalui Qris 

atau Mobile Bangking. Kalau di Bilang Kendalanya, kendalanya itu 

masyarakatnya dan untuk mengatasi hal ini pastinya pemerintah daerah dan 
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pemerintah pusat memberikan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya 

pelaksanaan digitalisasi ini. Karena dalam penerapan digitalisasi ini akan lebih 

transparan, lebih efektiv dalam pembayarannya”.  

  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pembiayaan daerah yang sangat 

penting bagi suatu daerah. Khusunya untuk menciptakan kemakmiuran dan 

kesejahteraan masyarakat. Tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah digunakan 

sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan otonomi daerah. 

 

Tabel 3.2 

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah  tahun 2021-2023 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, (2024) 

Dari tabel 3.2 target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 3 Tahun Terakhir, 

target Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2021- 2023 selalu mengalami kenaikan. 

Namun, Presentasenya selalu mengalami penurunan, Dimana pada tahun 2021 

presentasenya sebesar 125.32%, lalu pada tahun 2022 mengalami penurunan 

sebesar 112.55% dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebesar 

Tahun Target Realisasi Presentase 

2021 Rp 106.579.635.430,00 Rp 133.564.341.479,50 125.32% 

2022 Rp 129.929.635.430.00 Rp 146.235.286.543.00 112.55% 

2023 Rp 161.047.635.430,00 Rp 161.441.895.564,20 100.24% 
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100.24%. Hal ini terjadi karena target yang semakin tinggi sehingga realisasinya 

tidak naik secara signifikan. 

Adapun bentuk pengukuran kriteria kontribusi Pajak Hotel yang menentukan 

seberapa baiknya kontribusi dari pajak Hotel dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 

Tabel 3.3 

Klasifikasi Kriteria Pengukuran Kontribusi 

1 0,00%-10% Sangat Kurang 

2 10,10%-20% Sedang 

3 20,10%-30% Baik 

Sumber: depdagri, Kepmendagri nomor 690.900.327 Tahun 1996. 

Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan (Kesek, 2013). 

Berikut ini adalah rumus perhitungan kontribusi Pajak Hotel: 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 =  
𝑅ealisasi pajak Hotel  

𝑥 100% 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 

 

Tabel 3.4  

Hasil Analisis Kontribusi Pajak Hotel dalam Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Gowa Tahun 2021-2023 

Sumber: Data Diolah (2024) 

Tahun Realisasi Pajak Hotel Realisasi Pendapatan 

Asli Daerah 

Presenta

se 

Kriteria 

2021 Rp. 1.142.836.019,00 Rp 133.564.341.479,50 0,86% Sangat 

kurang 

2022 Rp 1.210.861.792,00 Rp 146.235.286.543,00 0,83% Sangat 

Kurang 

2023 Rp 1.386.249.850,00 Rp 161.441.895.564,20 0,86% Sangat 

Kurang 
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Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah masih sangat rendah, terlihat pada tahun 2021-2023 angka 

presentasenya sebesar 0,86% pada tahun 2021. 0,83% pada tahun 2022 dan 0,86% 

pada tahun 2023 dengan kriteria sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak 

Hotel belum menjadi kontributor signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Kabupaten Gowa.  

 

D. Pembahasan 

Salah satu faktor yang memengaruhi kelangsungan PAD (Pendapatan Asli 

Daerah) Kabupaten Gowa adalah peningkatan penerimaan pajak daerah. Tujuan 

pemerintah adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pembayaran 

pajak secara online adalah salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah 

Kabupaten Gowa. Meski menghadapi kendala, terutama dalam hal adaptasi 

masyarakat, sistem ini berpotensi meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam 

pemungutan pajak daerah. 

Digitalisasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dimulai pada tahun 

2020 dengan keluarnya peraturan PT2DD, yang memberikan dasar hukum dan 

teknis untuk proses tersebut. Tujuan digitalisasi adalah untuk meningkatkan 

efektivitas, kejelasan, dan ketepatan pengelolaan pendapatan daerah. Badan 

Pendapatan Daerah dapat mempermudah administrasi perpajakan, memberikan 

layanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan memproses data dengan lebih 

cepat dan akurat. 
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 Digitalisasi juga diharapkan dapat mempercepat pelaporan dan pemantauan 

serta mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Pada akhirnya, ini akan 

membantu mengoptimalkan pendapatan daerah dan meningkatkan pelayanan 

publik. Pemasangan ini merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah 

Kabupaten Gowa dalam upaya mereka untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan 

teknologi dan menghadapi tantangan yang muncul di era modern. 

 Penerimaan pajak hotel di Kabupaten Gowa menunjukkan penurunan yang 

signifikan dalam presentasenya selama periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 

2021, presentase pencapaian pajak hotel mencapai angka 114,28%, namun angka 

ini mengalami penurunan drastis pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, 

presentase pencapaian turun menjadi 80,72%, dan pada tahun 2023, angka ini lebih 

menurun lagi menjadi 51,34%. Penurunan presentase ini disebabkan oleh kenaikan 

target pajak yang tinggi dari tahun ke tahun yang tidak diimbangi dengan kenaikan 

realisasi penerimaan pajak yang memadai.  

Meskipun nominal penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan setiap 

tahunnya, pencapaian presentase yang menurun mengindikasikan bahwa target 

pajak yang ditetapkan jauh lebih ambisius dibandingkan dengan kemampuan 

realisasi yang ada. Akibatnya, meskipun pendapatan pajak hotel secara keseluruhan 

mengalami pertumbuhan, ketidakmampuan untuk memenuhi target yang semakin 

tinggi menyebabkan penurunan dalam presentase pencapaian. Hal ini menyoroti 

perlunya penyesuaian dalam menetapkan target pajak yang lebih realistis. 
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 Hasil analisis kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

di Kabupaten Gowa selama tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa 

kontribusinya sangat rendah dan belum memberikan dampak yang signifikan. 

Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui 

digitalisasi sistem perpajakan, kontribusi pajak hotel terhadap PAD tetap tergolong 

rendah. Penurunan presentase pencapaian target PAD selama periode tersebut 

menandakan adanya tantangan besar dalam mencapai target yang semakin tinggi 

dari tahun ke tahun.  

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif 

dalam meningkatkan kontribusi pajak hotel. Hal ini mencakup perbaikan dalam 

pengelolaan pajak, seperti pemantauan dan penegakan kepatuhan yang lebih 

efektif, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang manfaat digitalisasi 

kepada pemilik hotel dan masyarakat umum. Dengan langkah-langkah ini, 

diharapkan dapat memaksimalkan potensi pajak hotel sebagai sumber pendapatan 

yang lebih signifikan bagi Kabupaten Gowa. 

Adapun Penelitian Terdahulu yang berkaitan dengan Penelitian ini antara lain: 

Penelitian  Pande Putu Donny Jhoniarta, Ni Putu Tirka Widanti dan I Made Sumada  

(2023)  menyatakan bahwa   “Implementasi Kebijakan e-Government dalam proses 

pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Pembayaran Pajak 

Hotel” mengalami peningkatan namun belum secara maksimal sesuai dengan 

capaian target dari rencana strategis Badan Pendapatan Daerah  Kota Denpasar 
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(Rawadani & Fidiana, 2018). Penelitian Aji Rifqi Rawdanii dan Fidiana   (2018)  

mengenai  “Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum dan Sesudah Sistem 

Pajak Online” memberikan rujukan bahwa dengan adanya system online mampu 

meningkatkan atau mempertahankan efektivitas pengumpulan pajak bagi 

pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari parkir, restoran dan Hotel (Leliya, 

2016). Penelitian  Leliya dan Fifi Afiyah mengenai “ Efektivitas Sistem 

Pembayaran Pajak Daerah Online Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

Kota Cirebon” menunjukkan bahwa (1)aplikasi dalam pembayaran pajak online 

menggunakan SPTPD Online. (2)Manfaat sistem online bagi wajib Pajak adalah 

memudahkan dalam pelaporan dan membayar pajak, penyederhanaan proses serta 

mengifisienkan waktu. (Pembayaran pajak online memberikan kontribusi untuk 

meningkatkan pendapatan daerah (Leliya, 2016).   Penelitian  Topan Zonal Abidin, 

Abubakar Iskandar dan Agus Suarman Sudarsa mengenai “ Pengaruh Tata Kelola 

Pembayaran Pajak Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pencapaian 

Target  Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bogor”  menunjukkan bahwa (1) tata 

Kelola pembayaran pajak online hotel yang dilakukan BAPENDA Kota bogor 

termasuk dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 4,14. (2) tat Kelola pembayaran 

pajak online yang ditetapkan Bapenda Kota Bogor memberikan pengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak hotel yang ada di Kota Bogor. (3) tata Kelola 

pembayaran pajak online yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kota Bogor 
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memberikan pengaruh positif terhadap target penerimaan pajak hotel di Kota Bogor 

(Abidin et al., 2022)
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Hasil penelitian tentang bagaimana Penerapan sistem online dalam pembayaran 

pajak hotel untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penerpan Sistem Online seperti e-Bangking, Mobile Bangking, dan QRIS telah 

mempercepat proses pembayaran Pajak, memungkinkan wajib pajak untuk 

melakukan pembayaran tanpa harus mengunjungi Bank.  

2. Digitalisasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

pajak. Proses pembayaran yang tercatat secara digital mempermudah pelacaka 

dan audit, mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan akurasi pelaporan 

pajak. 

3. Meskipun ada upaya untuk digitalisasi, kontribusi pajak hotel terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa masih rendah. Ini menunjukkan 

bahwa digitalisasi tidak cukup untuk meningkatkan kontribusi pajak. Jumlah 

hotel, tarif pajak, dan kepatuhan pajak wajib juga perlu dipertimbangkan. 

B. Saran  

Penulis memberikan beberapa saran berdasarkan hasi penelitian diantaranya 

sebagai berikut: 
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1 Diharapkan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa melakukan 

sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak mengenai manfaat dan kemudahan 

sistem online dalam pembayaran Pajak Daerah, Khususnya pajak Hotel. 

2 Diharapkan  bagi peneliti selanjutnya agar memperluas penelitian mengenai 

dampak spesifik dari penerapan sistem online terhadap kepatuhan wajib pajak, 

tarif pajak dan Tingkat okupansi terhadap kontribusi pajak hotel. 
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LAMPIRAN 2 

Daftar Pertanyaan Dan Hasil Wawancara 

Bapak Badaruddin, S.E., M.Si 

(Ketua Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Gowa) 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Kapan Penerapan Sistem Online 

ini mulai diterapkan? 

Pelaksanaan Digitalisasi di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa 

dilakukan dari tahun 2020 sejak 

diterbitkan Oleh PT2DD 

2 Adakah Faktor-faktor yang 

menjadi Penghambat penerapan 

sistem ini? 

Faktor yang menjadi penghalang 

dalam Penerapan Sistem Online ini 

adalah masyarakat yang belum melek 

akan teknologi lebih suka membayar 

ke Bank, padahal dengan adanya 

digitalisasi ini mempercepat 

pembayaran Pajak. Jadi Masyarakat 

sudah tidak perlu lagi antri di Bank 

cukup dengan  menggunakan 

Handphone mereka untuk membayar 

pajak melalui Qris atau Mobile 
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Bangking. Kalau di Bilang 

Kendalanya, kendalanya itu 

masyarakatnya. 

3 Apa upaya yang dilakukan 

Bapenda Kabupaten Gowa 

dalam mengatasi hambatan ini? 

Untuk mengatasi hal ini pastinya 

pemerintah daerah dan pemerintah 

pusat memberikan sosialisasi kepada 

masyarakat betapa pentingnya 

pelaksanaan digitalisasi ini. Karena 

dalam penerapan digitalisasi ini akan 

lebih transparan, lebih efektiv dalam 

pembayarannya. 
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LAMPIRAN 3 

Dokumentasi 

 

Wawancara bersama Bapak Badaruddin, S.E., M.Si 

 

Wawancara Bersama Bapak Badaruddin, S.E., M.Si 
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LAMPIRAN 4 

Data Hasil Penelitian Tahun 2021-2023 

 

Data Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2021 

 

Data Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2022 
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Data Target Dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2023 

 

Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 
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Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 

 

Data Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023. 
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